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HERALD.ID — Ketersediaan dan kualitas data adalah “kunci” dalam setiap analisis ilmiah terhadap suatu
permasalahan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan dengan data, seperti kajian mendalam dan analisis strategi terhadap
suatu kebijakan bahkan pada analisis potensi daerah. Data set menjadi penting untuk selalu tersedia. Oleh karena itu,
diperlukan rujukan yang dapat diandalkan. Tentu, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia adalah jawaban yang tepat.
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Tangkapan layar situs Silastik, Badan Pusat Statistik 03 Juni 2024.

Mayoritas data yang dihasilkan oleh BPS adalah hasil dari kegiatan survei dan observasi. Perlu diketahui bahwa aktivitas
survei ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perencanaan di dana APBN. Oleh karena itu, secara
rasional seharusnya data yang dihasilkan dapat diakses pula oleh masyarakat umum dan akademisi (warna negara
indonesia) secara bebas tanpa terkecuali. karena APBN bersumber dari pajak yang didapat dari seluruh warga negara.

Adalah menjadi janggal karena dalam ketentuan “nol rupiah” hanya berlaku dalam siklus pemerintah.
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Kunjungan langsung Layanan Online Surat/Pos
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CARA MENDAPATKAN DATA

@® Berbayar @ Unduh Peraturan

layanan data BPS yang membérlakukan tanf pada produk BPS, Pada layanan berbayar ini didasarkan kepada Peratiran Pemérntah (PP} 7,13 Tahun 2024 téntang jenis dan tarf atas jénis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNER) |



yang berlaku pado Badon Pusat Stotistik, Poda PP PNBR tersebut mengatur mengenai jenis penerimaan PNBR BPS meliputi penerimoan dari;

1 Penjualon publikasi elektronik (softcopy) Terif publikasi elektronik {softcopy] adalah menurut jurnlah halaman publikasi dan dolom bentuk pdf.

H Penjualon data mikro Data mikro adalah data tentang karakieristik unit populosi yong dikumpulkon dengon ara sensus, surve, kompilosi produk administrasi, den cara lain sesugi perkembangan ilmu
pengotchuan dan teknolegi. Tarif atas jonis PNEP yang berosal dari penjuglan dato mikee dihitung secara regresif yaitu pengenoan tarif FNBP dihitung dengan mempergunokan pengenaon torif yang semakin
menurun ketloa jumlah pembelian data mikre meningkat berdasarkan interval tertentu.

3 Penjualan peta digital wilayah kerja statistik Peta digital wilayah kerja statistik yang dimaksud adalah dolam bentuk Shape File (SHP) Tarif penjualan publikesi elektronik (seftcopy), data mikre, dan peta digital
wilayah kerja statistik tidak termasuk biaya pengiriman dan josa perbankan, Biaya pengiriman dan jasa perbankan dibebankan kepada Wajib Bayar

layanan date BPS yang memberlakukan tarif Rp0,00 peda kensumen dato, Peda layanan Rpd,00 didusarkan pada Peraturan Bedan Pusat Statistik No.2 Tahun 2019 tenteng Persyarotan dan Tata Caro Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol
ruploh) terhodap pihok tertentu atas penerimoon negora bukan pojok yong berloku poda Badon Pusat Statistik. Pihok tertentu sebogaimana dimoksud poda peraturan tersebut terdin atos:

1 Instansi Pemerintah Pusat dan Doerah®
2 Lembaga Negara®

3 Lembaga internasional *

& Perwakilan Negana Asing®

*Instansi pemerintoh pusat don doeroh serto lembogo negora yang meloksanokan keglatan terkolt tugos-tugas perencancon pembangunon, pengelolaan keuangan negora, pengawasan dan pemeriksaan keuangon dan
pemnbangunan, dan/atau penanggulangan bencana yong bersifat nasional dan Lintas sektor dapat diberikan layanan lebih bamyak darl satuon sebogaimana dimaksud.

1 Publikosi elektronik sebanyak sotw keeping
2 Data mikre hingga 5 MegaByte
3 Peta digital wilayah kerjo statistik sebanyak satu peta Link ke Perka rp00

layanan data BPS yang memungkinkan konsumen dota untuk mendapatkaon data atou publikasi secara gratis, Loyanan ini dopat diokses melalui website dan beberapa publikasi cetak gratis, seperti: Perkembangon Beberapa
Indikator Utama Sosial Ekenomi indonesia, Laporan Bulanan Data Sesial Ekanomi (LBDSE).

Dalam narasi tersebut tidak tertulis untuk masyarakat umum dan akademisi. Apakah masyarakat umum dan akademisi
non pemerintah tidak membutuhkan data tersebut atau dipandang tidak mampu mengolah data tersebut? Hal ini nampak
bertentangan dengan tulisan dalam DIPA Pagu anggaran. Terutama pada kata pemerataan dan adil, karena masyarakat
umum tidak dapat mengakses raw data set.
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Redaksional Keadilan dan Pemerataan menjadi Prioritas Nasional dalam Pagu DIPA 2023.

Perlu diketahui dalam DIPA Pagu anggaran tahun 2022 telah mengalami kenaikan pada tahun 2023. Pada tahun 2022
Pagu anggaran sekitar 900 Miliar rupiah dan 2023 menjadi 8 Triliun rupiah. Kenaikan yang begitu siginikan dalam kurun
waktu hanya satu tahun.
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Pagu anggaran 2022 BPS
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Pagu Anggraan 2023 BPS

Meski telah menjadi sorotan atas usulan kenaikan pada bulan 9 2023 di DPR RI. Namun tetap saja tambahan dana
disahkan jika merujuk pada Pagu anggaran di atas.

Menariknya lagi laporan keuangan BPS tidak diperbaharui lagi sejak 2021 sehingga publik tidak dapat mengetahui
bagaiamana penggunaan anggaran saat ini.

Laporan wim
Keuangan
Laporan Keuargen Laporan Keuangan
Bardasarkan passl 55 ayot [2) Undeng-undang [UU] Nomor | Tahun 2004 tentang Negara dan Menteri Keuangan
HKomaoe 17/PMICOS2007 sebagamana telah diubah dengan 232/PMICOS/2007 tentang Sistem Aluntansi dan Pelaporan Kevangan Pemeriniah
Pusat, MenteryPimpinan Lembaga selsiu Pengguna Angparan/Pengguna Barang menyusun gan an Laporan

Mamenterisn NegarLembags (LKKL) yang resputi Laporsn Reaisasi AnQQarss, Neraca, dan Catatsn stas LAporan Keusrgin kepads Merten
Kouangan selaku pengelols fiskad, dalam rangha penyusunan Laporan Kessngan Pemerintan Pusat [LKPP),

Laporan Keuangan Badan Pusatl Siatistic inl telah dsusun dan disajican sesual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntans Pemeriniahan (SAP)
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Laporan keuangan pada PPID BPS, Akses 03 Juni 2024

Pemanfaatan data perlu didorong secara maksimal di Indonesia. Adanya barier harga perdata ini tentu akan menghambat
Sasaran Strategis satu (SS1).



Badan Pusat Statistik Mendukung Visi Presiden dan Wakil

Presiden untuk mewujudkan Data Statistik Berkualitas Untuk
Indonesia Maju

SS.1. SS.2.
Meningkatnya Pemanfaatan Meningkatnya Penguatan
Data Statistik yang Berkualitas Statistik Sektoral K/L/D/I
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Meningkatnya Penguatan komitmen
K/L/D/I terhadap SSN

SS.4.
Meningkatnya Membangun SDM yang unggul dan

adaptif berlandaskan nilai profesional, integritas
,dan amanah

Gambar 10. Peta Strategi Badan Pusat Statistik 2020-2024
Peta Strategi BPS 2020—2024

Kembali kepermasalahan awal. Mengapa kita harus membayar lagi terhadap data survei ini? Mungkin jawabannya akan
merujuk pada peraturan Presiden terkait PNBP pada BPS.

Dari sini kita melihat bahwa titik awal adanya “penjualan” data set ini karena adanya peraturan dan regulasi di tingkat
pusat. Peraturan ini disahkan dan disetujui oleh Presiden.

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
BADAN PUSAT STATISTIK

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

TARIF
JENIS PNBP SATUAN .
(Rupiah)
I. PENJUALAN PUBLIKASI ELEKTRONIK
A. Sampai dengan 50 halaman per 50 50.000,00
halaman
B. Tambahan per 50 halaman | per 50 15.000,00
berikutnya halaman
II. PENJUALAN DATA MIKRO
A. Tanpa Proses Data (per dataset)
1. Sampai dengan 1 MB 1 MB 20.000,00
2. Tambahan per 1.000 bytes| 1.000 bytes 20,00
berikutnya




B. Dengan Proses Data (tabulasi hasil i
olahan data mikro per tabel)

1. Sampai dengan 1 MB 1 MB 22.000,00
2. Tambahan per 1.000 bytes 1.000 bytes 22,00
berikutnya '

III. PENJUALAN PETA DIGITAL WILAYAH
KERJA STATISTIK

A. Peta Indonesia per kecamatan per peta 12.000.000,00
B. Peta Indonesia per desa per peta 36.000.000,00
C. Peta Kabupaten/Kota per | per peta 30.000,00
Kecamatan
D. Peta  Kabupaten/Kota per | per peta 70.000,00
desa/kelurahan
IV.JASA . ..

SK No 197726 A

Jenis PNBP 2024 pada BPS

Kami sebagai masyarakat akademik Indonesia sangat berharap perubahan pada kebijakan ini. Kebijakan yang kemudian
memudahkan dalam akses dan penggunaan data terutama data yang berasal dari BPS yang didukung pelaksanaannya
oleh APBN negara.

Agar tercapai pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: [1] Silastik BPS, 2024 [2] Laporan Keuangan PPID. [3] Soroti Usulan Tambahan BPS (*)
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